ABSTRAK

PenulisanHukuminiberjudul“ProspekPerlindunganPekerjaSecaraPutting
Out System di Jawa Tengah”.
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuiperlindunganpekerjarumahan yang
bekerjasecaraPutting Out SystemberdasarkanUndang-Undang No.13 tahun 2003
tentangKetenagakerjaan dan mengetahuiprospekpengaturanpekerjarumahan yang
bekerjasecaraPutting Out System di Jawa
Tengah.Permasalahandalampenulisanhukuminiadalahbagaimanaperlindunganpeke
rjarumahan  yang bekerjasecaraPutting Out  SystemberdasarkanUndang-
UndangNo. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan
bagaimanaprospekpengaturanpekerjarumahan yang bekerjasecaraPutting Out
System di Jawa Tengah.

Metodepenulisanhukumdalampenelitianinimenggunakanmetodepenelitian

yang bersifatyuridisempiris, dimana
dalampemecahanmasalahpenelitiandengancarameneliti data sekunderdan
dilanjutkandenganmeneliti data primer yang ada di lapangan.spesifikasipenelitian
yang penulisgunakanadalahdeskriptifanalitis,
yaitucaraatauprosedurmemecahkanmasalahpenelitian,

dengancaramemaparkankeadaanobjek yang

ditelitisebagaimanaadanyaberdasarkanfakta-fakta pada saatsekarang.

Hasil daripenelitianmenunjukkanbahwaperlindunganpekerjarumahan yang
bekerjasecaraPutting Out System berdasarkanUndang-Undang No.13 tahun 2003
tentangKetenagakerjaanbelumsepenuhnyadilaksanakan oleh pemberikerja.
Adapunbeberapahal yang belumdilaksanakandariada dan
tidaknyakontrakkerjakemudiankontrakkerja yang belummemuathak dan tunjangan
yang diberikan, pengupahanmasihbanyak yang tidaksesuaidenganupah minimum,
pemotonganupah yang secarasewenang-wenang oleh pemberikerja, jam kerja

yang tidakdiberibatasan, belumadajaminansosial yang
diberikankepadapekerjasecarajelas.Pengaturanpekerjarumahan yang
bekerjasecaraPutting Out System di Jawa Tengah,
dilakukandenganberbagaicarayaitupeluangdiaturnyaperaturanmengenaipekerjaru

mahan yang bekerjasecaraputting out system,
pemerintahDisnakertransmelakukanpendampinganterhadappekerjaputting out
system, dengancaramemantau dan mengawasikondisikerja dan

hubungankerjasertamendorongberdirinyaorganisasiatauserikatpekerja,
untukmelakukanperundinganataskondisi dan syaratkerja.



